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“Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 

karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 

kesempatan untuk berhasil.”(Mario Teguh) 

 

 

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 

betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 

(Thomas Alfa Edison) 

 

 

 

“Jika kamu belum mengerti arti hidup tentang perjuanngan dan rindu, maka pergilah 

dari kampung halamanmu agar kamu tahu tentang arti perjuangan dan rindu yang 

sesungguhnya”(penulis) 
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SINOPSIS 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak 

diundangkan sebagai suatu bentuk kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak atas 

hak identitasnya. Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 ini, kartu 

ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan anak dan 

memenuhi hak hak anak (0-17 tahun). Selain KIA sebagai kartu identitas,  KIA juga kartu 

yang memberikan fasilitas diskon dan berbagai kemudahan untuk pelayanan publik. Namun 

Permendagri ini di anggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang 

Administrasi Kependudukan, karena undang-undang ini hanya mewajibkan kartu identitas 

hanya untuk warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. 

Sedangkan Permendagri ini sendiri mewajibkan kartu identitas untuk anak kurang dari 17 

tahun atau belum menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

implementasi program Kartu Identitas  Anak (KIA)  dan faktor apa saja yang mempengaruhi 

berjalannya program.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan interpretatif. 

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan 

observasi. Analisa data dilakukan dengan menggunakan skema model analisis interaktif yang 

terdiri dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian dilakukan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Identitas Anak 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah sesuai dengan 

peraturan yang seharusnya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan juklak 

dan juknis yang berlaku dan sesuai prosedur pelaksanaan program KIA. Walaupun beberapa 

hal masih perlu dibenahi, yaitu sosialisasi yang belum terfokus, distribusi informasi yang 

kurang optimal, komunikasi belum efektif serta monitoring dan evaluasi masih kurang, dan 

fungsi sebagai kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Namun, penerbitan KIA telah 

dilaksanakan dengan baik, pelayanan dinas kepada masyarakat juga tidak berbelit - belit, 

pembuatan kartu secara gratis, dilakukan program-program untuk mempermudah pembuatan 

KIA serta kemudahan penggunaan KIA untuk pelayanan publik seperti kesehatan, membuka 

rekening bank hingga kerjasama pemberian diskon telah dilakukan oleh dinas bekerjasama 

dengan stakeholder. Jadi, secara keseluruhan kinerja dinas sudah dikatakn optimal. Adapun 

faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KIA, yaitu standar dan sasaran 

program sudah tercapai melebihi target, faktor komunikasi yang masih terhambat pada 

distribusi informasi kepada masyarakat, sumber daya manusia yang kurang dalam hal 

monitoring, dan masih terbatasnya masyarakat dalam membuka sosialisasi menggunakan 

teknologi web dinas. 

Kata Kunci : Implementasi program KIA kota Yogyakarta  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap 

tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun 

semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah 

disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga 

memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum 

yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu 

merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia 

adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini 

pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara 

kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.   

Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang undang-

undang atau hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini 

terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke 

masa. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru 

ditemukan. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi 

masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di belakang kasus-kasus masyarakat 

yang semakin banyak dan rumit.  
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Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan 

memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang 

ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, 

pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian.  

 Berbagai peraturan perundangan-undangan menurut hirarki yang ada sudah 

diterbitkan Pemerintah untuk mendata dan memantau penduduk seperti Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah 

diubah menjadi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perubahan 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dan masih banyak lagi. 

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan 

mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri 

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi 

kartu identitas bagi anak. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, 

mewajibkan semua anak berusia di bawah 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak 

(KIA). Dengan diterbitkannya akta kelahiran, KTP dan terkhusus dalam hal ini adalah 

KIA, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 
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adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dapat dikatakan sebagai salah satu 

bentuk pengawasan dan perlindungan terhadap anak sesuai amanat UUD. 

  Praktek pelaksanaan penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak 

dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan. Pasalnya, dalam Undang-Undang Administasi 

Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk terhadap 

warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, Pasal 63 

ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang 

Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 

atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Sedangkan di Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 

ayat (7) yang berbunyi : Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi 

KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 

tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan 

belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan 

terintegrasi dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan. Selain itu 

perlindungan anak-anak pun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Tidak hanya Undang-Undang perlindungan anak, KUHP juga terdapat pasal-

pasal yang mengakomodir tentang perlindungan anak. 

Sejak program ini dimunculkan, berbagai pandangan dan tanggapan sudah 

mulai mengemuka dalam rangka mengkritisinya. Sebagian kalangan menganggap 
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bahwa program ini sangat penting. Namun demikian, sebagian lagi memandang 

bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk diterapkan. Berbagai 

pandangan tersebut semestinya mampu dilihat pemerintah sebagai masukan dalam 

rangka mematangkan kebijakan yang satu ini. Apapun perdebatan yang muncul, 

tampaknya hal itu tidak berpengaruh besar terhadap niat dan rencana pemerintah 

untuk memberlakukan KIA terhadap anak. 

Pemerintah dalam penerbitan program Kartu Identitas Anak, selanjutnya 

disebut sebagai KIA merupakan program yang diterbitkan sebagai bentuk kewajiban 

pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduknya 

yang berlaku secara nasional dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, 

perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik khususnya bagi 

anak, maka perlunya dilakukan pemberian identitas kependudukan khususnya kepada 

anak. Pemerintah menilai dengan adanya kartu identitas bagi anak dapat memudahkan 

dalam pendataan penduduk serta memberikan hak kepada anak karena beberapa 

fasilitas yang bisa diperoleh dari kepemilikan KIA. 

Jika berbicara tentang identitas, tanpa kartu identitas anak atau KIA pun si 

anak sudah tercatat di Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut dapat dilihat pada akta 

kelahiran dan kartu keluarga (KK) yang memuat daftar seluruh anggota keluarga 

sejak kelahiran dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari. Pemerintah menerbitkan 

KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik 

serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional 

warga negara. Kartu identitas selama ini hanya diberikan untuk penduduk berusia 17 

tahun, sesuai dengan pasal 63 ayat 1 yang mengatakan bahwa : “Penduduk Warga 

Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah 
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berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki 

KTP”. Permendagri yang baru mengatur bahwa balita pun bisa memiliki kartu 

identitas. Pasal 1 Ketentuan Umum Permendagri menjelaskan bahwa anak yang 

dimaksud dalam subjek KIA adalah : “Anak atau seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dapat 

disimpulkan bahwa sebelum diterbitkan Permendagri, identitas hanya ditujukan bagi 

penduduk dengan usia tertentu 

Berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Dan Sesuai dengan Pasal 2 

dalam peraturan itu, penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, 

perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.   

KIA dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi 

anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya 

memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program 

terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk 

menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan 

tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah 

segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data 

dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya 

oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai 

Warga Negara Indonesia.  
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Akan tetapi jika dilihat sepintas KIA tidak terlalu mendesak karena tidak 

mengganggu jalannya pemerintahan dan belum ada sanksi yang tegas terhadap orang 

tua anak yang belum membuatkan KIA, baik sanksi pidana maupun sanksi 

administratif. Jusrtu KIA akan terkesan dipaksakan dan menimbulkan kecurigaan 

dimata masyarakat, karena masyarakat beranggapan bahwa dalam munculnya KIA 

hanya akan membuka celah bagi para oknum yang menyalahgunakan wewenang 

untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti halnya pada proyek E – KTP.  

Melalui KIA juga, diharapkan segera terwujud data penduduk Indonesia yang 

akurat dan terintergrasi sehingga tidak memunculkan kepentingan daerah maupun 

kepentingan individual. Selain itu, melalui KIA masyarakat tidak ingin adanya pihak-

pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Sesungguhnya, 

pemberlakuan KIA ini akan sangat rentan dengan berbagai program. Kita tahu selama 

ini bahwa birokrasi kita belum sepenuhnya mampu berubah dan meninggalkan 

kebiasaan buruknya. Birokrasi kita lebih cenderung mempersulit daripada 

mempermudah. Oleh sebab itu, apabila program KIA pemerintah merupakan program 

matang, maka yang harus dibenahi terlebih dahulu adalah masalah birokrasi yang 

sarat dengan praktik korupsi. Kalau pemerintah tidak melakukan pembenahan 

mengenai perilaku birokrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik, 

maka program KIA hanya akan menimbulkan program baru di tengah-tengah 

masyarakat. 

Terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, program KIA juga telah di 

muat dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 tahun 2016 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 dalam bagian Rencana 

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2017 Kota Yogyakarta, perangkat 
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daerah terkait yang menjalankan program KIA adalah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak-anak ini dinilai menjadi persoalan 

karena banyaknya regulasi tentu akan berpotensi menjadi polemik berkepanjangan 

ditengah-tengah masyarakat. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, 

sosialisasi akan program KIA kota Yogyakarta sangat minim dan bahkan hampir tidak 

memiliki gema  di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi 

salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah kota 

Yogyakarta. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, 

bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak 

dibawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti 

membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, 

namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya 

di gunakan untuk fungsi pendataan saja.  

Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai 

bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut 

dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak yang belum cakap 

jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 

0-17 tahun, sedangakan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan 

orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan 

fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut. Begitu juga kegiatan 

kependudukan sebelumnya sudah dilaksanakan melalui akta kelahiran, apakah tidak 

sebaiknya Pemerintah kota Yogyakarta memaksimalkan penggunaan akta kelahiran 

sebagai identitas diri terhadap anak terlebih dahulu, sehingga kebijakan yang diambil 
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untuk pemenuhan hak-hak yang dapat mensejahterakan masyarakat benar-benar dapat 

terwujud. Dari berbagai penjelasan maupun permasalahan tersebut, akta kelahiran dan 

KK sebagai identitas dan akta pencatatan sipil juga dirasa sudah cukup untuk 

mengakomodir seluruh yang terkait dengan pendataan atau administrasi 

kependudukan semuanya sudah tercantum tentang identitas dan biodata diri. 

Dari program Kartu Identitas Anak (KIA), Birokrasi yang bertanggungjawab 

sebagai penyelenggara program KIA di Kota Yogyakarta adalah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Di dalam menjalankan 

program terkait Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta no 5 tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Yogyakarta di jelaskan 

dalam Bab II tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 Ayat 11, yang 

menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi, 

kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota 

Yogyakarta. Berbagai unsur yang menjadi bagian dari dinas terkait ini akan sangat 

menentukan sukses atau tidaknya program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota 

Yogyakarta. 

Dalam hal penerbitan dan Percetakan KIA, Kota Yogyakarta merupakan kota 

yang ditunjuk  sebagai salah satu kota yang melakukan pencetakan KIA dalam format 

nasional karena kepemilikan akta kelahiran di kota tersebut sudah lebih tinggi. 

Kepemilikan akta kelahiran di Kota Yogyakarta sudah mencapai sekitar 92 persen 

lebih tinggi dari target nasional 85 persen berdasarkan data LAKIP didukcapil tahun 

2015 dan 2016. Berdasarkan hal di atas dapat dikatakan bahwa program KIA nasional 
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ini merupakan program yang bersifat mendadak di kota Yogyakarta dan tentunya hal 

ini akan menimbulkan persoalan dan berdampak pada kesiapan dari Dinas 

Kependudukan dan pencatatan sipil kota Yogyakarta dalam menjalankan program 

KIA ini. 

Selain permasalahan KIA nasional yang bersifat mendadak di Kota 

Yogyakarta, hal lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika 

misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini 

anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk di identifikasi karena sudah 

memiliki tanda pengenal yang jelas. 

Dari berbagai uraian dan permasalahan yang telah dijelaskan, untuk itu 

Penulis tertarik melakukan penulisan yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan  

Terkait Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) 

Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di kota 

Yogyakarta?  

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dalam penerapan program 

Kartu Identitas Anak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak 

dikota Yogyakarta. 
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